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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Melalui pembahasan pada bab-bab yang terdahulu, Penulis telah 

membuat kesimpulan atas permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini. 

1. Mengenai kewajiban dan tanggung jawab hukum Penerima Pinjaman 

terhadap Pemberi Pinjaman berdasarkan POJK 77/2016 tentang Layanan 

Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, maka dapat 

disimpulkan bahwa.  

Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 POJK 77/2016264 maupun perjanjian-

perjanjian yang dibuat antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman 

juga Penerima Pinjaman, terjadinya suatu peristiwa gagal bayar oleh 

Penerima Pinjaman, maka Penyelenggara tidak bertanggung jawab atas 

peristiwa tersebut, selain itu tetulis pada huruf A pasal 4 ayat b angka 2 

Pedoman Perilaku AFPI juga disebutkan bahwa Penyelenggara dan pihak 

lain tidak bertanggungjawab atas terjadinya gagal bayar, kecuali apabila 

pemberian pinjaman disertai dengan pertanggungan atau asuransi.265 

Selain itu di dalam praktek, perjanjian antara Penyelenggara dengan 

Pemberi Pinjaman juga mengatur hal yang sama. 

 
264 Penyelenggara menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam 

Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dari pihak Pemberi Pinjaman kepada pihak 
Penerima Pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak Pemberi Pinjaman.   

265 ahwa tidak ada pihak yang menanggung risiko gagal bayar pinjaman maupun 
bertanggung jawab atas kerugian Penyelenggara, Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman 
dari atau terkait dengan pemberian pinjaman atau kesepakatan apapun antara Penyelenggara, 
Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman, kecuali pertanggungan asuransi sesuai dengan 
syarat dan ketentuan yang berlaku;    
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Namun demikian, apabila terjadi suatu kejadian gagal bayar atau 

wanprestasi maka Penyelenggara mewakili Pemberi Pinjaman menagih, 

apabila diperlukan untuk menyadari Penerima Pinjaman maka menggugat 

Penerima Pinjaman guna mencegah terjadinya gagal bayar, dan untuk 

memenuhi prestasi Penerima Pinjaman terhadap Pemberi Pinjaman yang 

sudah diatur dalam perjanjian pinjaman yang dibuat Pemberi Pinjaman dan 

Penerima Pinjaman. 

Sesuai ketentuan dalam Pasal 5 ayat 1 POJK 77/2016, kedudukan 

Penyelenggara dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis 

Teknologi Informasi adalah sebagai lembaga jasa keuangan yang 

menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan platform bagi Pemberi 

Pinjaman dan Penerima Pinjaman yaitu berupa Layanan Pinjam 

Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dan dalam menjalankan 

kegiatan usahanya, dan juga berdasarkan Pasal 43 huruf c POJK 77/2016, 

Penyelenggara secara tegas dilarang untuk memberikan jaminan atas 

pemenuhan kewajiban pihak lain termasuk memberikan jaminan atau 

bertanggungjawab atas kewajiban pembayaran Penerima Pinjaman 

terhadap Pemberi Pinjaman. Namun apabila terjadi gagal bayar, dan tanpa 

suatu pertanggungan asuransi maka bedasarkan Huruf A pasal 1 ayat e 

angka 5 Pedoman Perilaku AFPI, Penyelenggara bertanggung jawab 

kepada Pemberi Pinjaman melalui lender agreement yang sudah 

ditandatangani, untuk mewakili Pemberi Pinjaman dalam menagih, dan 

apabila diperlukan untuk menyadari Penerima Pinjaman maka menggugat 
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kepada pengadilan negeri yang sudah disetujui Penerima Pinjaman melalui 

loan agreement, hal tersebut sebagai wujud pendekatan perlindungan 

hukum secara represif dalam Pedoman Perilaku AFPI. 

2. Mengenai pengaturan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis 

Teknologi Informasi dalam memberi perlindungan hukum bagi Pemberi 

Pinjaman atas terjadinya gagal bayar oleh Penerima Pinjaman, dapat 

disimpulkan bahwa.  

Dalam pelaksanaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis 

Teknologi Informasi oleh Penyelenggara POJK 77/2016 lebih mengatur 

perlindungan hukum secara preventif dengan mitigasi risiko yaitu melalui 

cara analisa kemampuan Penerima Pinjaman untuk pembayaran kembali 

repayment  Selain itu Penyelenggara wajib melakukan beberapa hal 

sebelum persetujuan dan pemberian pinjaman dilakukan, yaitu melakukan 

keterbukaan informasi risiko bagi pemberi pinjaman, menerapkan prinsip 

larangan predatory lending. Meskipun tidak diatur secara spesifik dalam 

POJK 77/2016, namun merujuk pada Pedoman Perilaku AFPI, dalam 

terjadinya gagal bayar, Penyelenggara melalui lender agreement sudah 

diberikan mandat untuk melakukan penagihan kepada Penerima Pinjaman, 

dimana dalam kurun sembilan puluh hari Penyelenggara wajib menagih 

secara langsung kepada Penerima Pinjaman, namun apabila melampaui 

sembilan puluh hari, maka dialihkan ke pihak ketiga yang telah ditunjuk 

AFPI, atau OJK. Pemberi Pinjaman juga dapat melakukan upaya hukum 
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berupa gugatan wanprestasi berdasarkan Pasal 1238 dan 1243 Kitab 

Undang Undang Hukum Perdata. 

3. Upaya hukum yang dilakukan Pemberi Pinjaman dalam perkara nomor 

267/Pdt.G/2020/PN. Bdg. atas gagal bayar yang dilakukan oleh Penerima 

Pinjaman, dapat disimpulkan bahwa. 

Ketentuan dalam POJK 77/2016 tidak mengatur secara spesifik 

penggunaan upaya hukum, melainkan hal tersebut diatur dalam peraturan 

lainnya, yaitu Huruf C Pasal 4 ayat c angka 1 Pedoman Perilaku AFPI266, 

serta berdasarkan lender agreement maupun loan agreement yang telah 

ditandangani yang merupakan dasar perikatan diantara para pihak. 

Pemberi Pinjaman dapat diwakili Penyelenggara untuk menggugat, agar 

Penerima Pinjaman melaksanakan kewajibannya berupa pembayaran 

kembali atau repayment atas pinjaman, sesuai ketentuan Pasal 1243267 jo. 

Pasal 1267Kitab Undang Hukum Perdata268. Dalam perkara nomor 

267/Pdt.G/2020/PN. Bdg., upaya hukum yang dilakukan Pemberi adalah 

dengan melakukan gugatan wanprestasi. Di dalam putusan disebutkan 

bahwa PT Satusop Finansial Solusi adalah platform/penyelenggara yang 

menyediakan, mengelola dan mengoperasikan layanan pinjam 

 
266 enunjuk kuasa hukum dan mengajukan upaya hukum yang tersedia untuk dan 

atas nama pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.  

267 Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan 
mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi 
perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau 
dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.   

268 Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa 
pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut 
pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga   
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meminjam uang berbasis teknologi informasi dari pihak Pemberi 

Pinjaman kepada Penerima Pinjaman yang sumber dananya berasal dari 

pihak pemberi pinjaman, dengan demikian Penyelenggara seharusnya 

bukan merupakan penggugat yang menuntut dipenuhinya prestasi oleh 

tergugat, dalam hal ini pembayaran pinjaman oleh penerima pinjaman, 

namun Penyelenggara merupakan penerima kuasa serta mandat yang 

telah diberikan oleh Pemberi Pinjaman kepada Penyelenggara dalam 

lender agreement maupun loan agreement. Majelis Hakim memutuskan 

menerima gugatan tersebut dengan mendalilkan Pasal 1338 jo. Pasal 

1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan dinyatakan bahwa 

Penerima Pinjaman telah melakukan wanprestasi terhadap para 

Penggugat.  

Penulis berpendapat bahwa upaya hukum berupa gugatan 

wanprestasi yang dilakukan para Pemberi Pinjaman sudah tepat, dan 

sesuai dengan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana 

Penerima Pinjaman tidak mengembalikan seluruh pinjaman yang telah 

diterima. Kendati demikian keputusan tersebut memiliki kerancuan dan 

dapat dianggap memiliki kecacatan formil, sebab dalam gugatan 

wanprestasi ini Penyelenggara bertindak sebagai penggugat dan 

memasukkan dirinya sebagai pihak, hal tersebut jelas tidak mengikuti 

ketentuan Huruf C pasal 4 ayat c angka 1 Pedoman Perilaku AFPI, 

sementara prestasi yang menjadi objek gugatan adalah prestasi Penerima 

Pinjaman terhadap Pemberi Pinjaman. Hal ini terjadi disebabkan oleh 
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adanya peraturan dalam POJK 77/2016 yang membatasi Penyelenggara 

untuk memberikan informasi berupa identitas Pemberi Pinjaman kepada 

Penerima Pinjaman, dan juga karena penandatanganan perjanjian 

pinjaman dilakukan oleh Penyelenggara sebagai kuasa dari Pemberi 

Pinjaman, sehingga untuk melakukan gugatan perlu melibatkan 

Penyelenggara. 

B. Saran 

Penulis dalam penelitian karya ilmiah ini, telah menemukan bahwa 

peraturan POJK 77/2016 harus diadakan perbaikan, pembaharuan serta 

perumusan undang-undang pelengkap guna mencapai suatu prinsip 

effectivenesss vit , efficiency , efficacy , 

consistency .  

1. Secara effectiveness mekanisme dalam POJK 77/2016 tidak menjabarkan 

kewenangan OJK yang mencakup luas, sebab hal kewenangan secara 

meluas dalam praktik dinakhodai oleh AFPI selaku asosiasi dengan 

Pedoman Perilaku, apabila memahami kata asosiasi menurut KBBI, 

perkumpulan orang yang mempunyai kepentingan bersama, dan mereka 

tidak dalam suatu pengawasan dari negara. Sehingga kekuatan OJK dapat 

dikondisikan disminished dalam menangani Layanan Pinjam 

Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi mempraktekan 

perlindungan hukum. Kemudian memperhatikan bahwasanya peraturan 

asosiasi tidak berlaku apabila peserta tersebut secara individu bukanlah 

suatu anggota dari asosiasi, maka jelas peraturan Pedoman Perilaku AFPI 
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bersifat redundant ri Pasal 7 ayat 1 Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-

undangan terdiri atas:  

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;  

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;  

d. Peraturan Pemerintah;  

e. Peraturan Presiden;  

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan  

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.  

Kemudian diikuti Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tertulis  

Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7 ayat 1 mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa 

Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, 

atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau 

Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.  

2. Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 
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diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat 

sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih 

tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.  

Oleh itu dalam mewujudkan prinsip perlindungan hukum, OJK 

seharusnya merumus undang-undang untuk menangani masalah prinsip 

perlindungan hukum agar kekuatan eksekutif di sektor tersebut dalam 

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi terjamin.  

2. Dalam efficiency POJK 77/2016 tidak menemukan suatu penyelesaian 

sengketa dalam hal gagal bayar, melainkan hal tersebut diatur oleh asosiasi 

yang ditunjuk oleh OJK, untuk memenuhi mandat tersebut. Tentu asosiasi 

dalam menentukan Undang-Undangnya dapat dikatakan pro 

Penyelenggara dikarenakan mereka oleh, dari, untuk Penyelenggara, 

selain itu mendapat iuran dari Penyelenggara walaupun mereka terdaftar 

di OJK akan tetapi cakupan peraturan di POJK 77/2016 tidak serta merta 

luas seperti Pedoman Perilaku dari AFPI, kemudian asosiasi tersebut ibarat 

buffer state dan tidak ada undang-undang yang mencakup asosiasi tersebut 

apabila mereka melanggar good governance dalam Prinsip mereka sendiri.  

Satu hal yang penting untuk diketahui bahwa dalam Pedoman Perilaku 

AFPI tidak memuat mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu 

mediasi maupun arbitrase dapat dipertimbangkan kembali penggunaan 

pengadilan untuk menempuh dalam masalah hukum merupakan asas 

ultimum remedium, sehingga dapat dikatakan bahwa AFPI sudah 

melakukan abuse of power penyalahgunaan wewenang  dalam peraturan 
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Pedoman Perilaku yang dikeluarkan oleh AFPI. Jelas AFPI tidak 

menimbang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam pembuatan Pedoman Perilaku. 

 Sehingga perwujudan suatu kecacatan tertulis secara jelas 

dikarenakan sang perumus Undang-Undang Pedoman Perilaku tidak 

memperhatikan bahwa nature Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis 

Teknologi Informasi merupakan kegiatan ekonomi maupun bisnis, terlebih 

memperhatikan bahwa bisnis ini adalah ultimum remedium. Melalui 

penjelasan tersebut jelas pengendalian OJK untuk menanggapi maupun 

memberi perlindungan hukum terhadap Pengguna Layanan Pinjam 

Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sangat terbatas dengan 

asosiasi tersebut karena mereka bergerak secara independent, terlebih OJK 

tidak mempunyai aturan secara meluas seperti Pedoman Perilaku AFPI. 

Uraian yang tertera menyatakan bahwa OJK sebagai Lembaga 

Independen Pengawas Industri Jasa Keuangan membuat peraturan revisi 

dari perundang-undangan POJK 77/2016 untuk dimukhtahirkan dan 

memuat penyelesaian sengketa dalam membuat peraturan revisi dari 

perundang-undangan POJK 77/2016 secara runut dalam praktek serta 

keadilan sosial, kemudian membuat suatu Lembaga Penyelesaian 

Alternatif Sengketa (LAPS) untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa 

secara alternatif bedasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 

tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengkata seperti halnya 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2014 
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tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa 

Keuangan. 

3. Menguraikan efficacy, perumusan undang-undang OJK untuk peraturan 

dalam bidang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi 

Informasi tidak semua diuraikan secara menyeluruh, tetapi AFPI melalui 

Pedoman Perilaku sudah menguraikan hal-hal esensi sepeti terms 

privacy disclaimer  Tentu 

hal tersebut seharusnya tidak hanya hadir dalam Pedoman Perilaku seperti 

AFPI, melainkan untuk diadakan dalam peraturan OJK tentang Layanan 

Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, sebab apabila 

dalam sengketa maka tiga hal tersebut sudah mendapat pengakuan dari 

negara, bukan dari asosiasi yang ditunjuk untuk membuat aturan tersebut. 

Mereka hanya hadir sebagai pelengkap untuk memberi detail secara teknis, 

bukan perumus undang-undang. 

Maka OJK sebagai lembaga independen negara Indonesia mempunyai 

kekuatan eksekutif dalam perumusan perundang-perundangan secara 

runut, menjamin bahwa hal teknis tersebut diakui oleh negara bahwa 

dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi 

mempunyai kapasitas yang sudah dipertimbangkan, terlebih Indonesia 

mendirikan OJK guna mewujudkan perlindungan kepada konsumen di 

bidang pembiayaan yang kian modern dan canggih. 

4. Secara consistency POJK 77/2016 tidak memberikan suatu patokan jelas 

dalam Perjanjian pelaksanaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis 
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Teknologi Informasi Akses informasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat 3 tidak termasuk informasi terkait identitas Penerima 

Pinjaman. Akses informasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat 3 tidak termasuk informasi terkait identitas Pemberi 

Pinjaman. yaitu 

identitas kedua belah pihak dalam perjanjian, antara Penerima Pinjaman 

dan Pemberi Pinjaman apabila hal tersebut tidak tercantum dalam 

perjanjian maka jelas pihak yang seharusnya ditujukan tidak dimaksud. 

Untuk itu Penyelenggara mempunyai pemahaman sendiri dalam praktek 

mencantumkan dirinya sebagai Penerima Pinjaman dan Pemberi Pinjaman 

mengakibatkan secara de facto maupun de jure sebagai pihak Pemberi 

Pinjaman dan Penerima Pinjaman, tentu hal ini merupakan kekeliruan 

pihak dan dapat di verzet sebab tidak merujuk POJK 77/2016 dan Pedoman 

Perilaku AFPI.  

Penting untuk diketahui bahwa dua perjanjian tersebut merupakan 

dasar fondasi dari Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi 

Informasi tidak mencantumkan pihak yang seharusnya maupun dasar 

hukum yang akan dipakai dalam pengadilan Indonesia bedasarkan Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata maupun Kitab Undang-Undang Hukum 

Dagang sebagai wujud fondasi dapat menimbulkan kesalahan inteprestasi. 

Sebab Penyelenggara hanya sebagai perantara untuk Pemberi Pinjaman 

dan Penerima Pinjaman bedasarkan Pasal 5 ayat 1 POJK 77/2016.  

Sehingga peran Penyelenggara sebagai perantara seharusnya 
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dialokasikan dan termuat di suatu perjanjian terpisah untuk menyatakan 

tujuan dan kewajiban apabila diprakasai Penulis menyarankan nama 

mutual agreement mengenai revisi undang-undang POJK 77/2016 

dijabarkan bahwa Penyelenggara merupakan Lembaga Jasa Keuangan 

Lainnya yang hanya sebagai perantara dan penagihan untuk dan atas nama 

Pemberi Pinjaman terhadap Penerima Pinjaman, hal ini sebagai wujud 

bahwa Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman mempunyai konsensus 

tersendiri bukan Penyelenggara yang memiliki tugas hanya sebagai 

perantara. Karena prinsp keabsahan transaksi dalam Indonesia bedasarkan 

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata269 adalah para pihak 

mengetahui siapa identitas mereka masing-masing tidak melalui perantara. 

Tidak memenuhi syarat dari pasal tersebut dan syarat secara objektif Pasal 

1320 Kitab Undang Hukum Perdata maka perjanjian yang telah dibuat 

Batal Demi Hukum . 

Demikian saran dari Penulis, kiranya agar peraturan POJK 77/2016 dan 

Pedoman Perilaku dari AFPI dikaji ulang kembali, demi menselaraskan 

secara konstitusi, dan perundangan-perundangan yang terdahulu.  

 
269 Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.  
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